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MOTO 

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan 

paling cerah.” (Umar bin Khattab) 

“We’ve gotta hold on to what we’ve got, it doesn’t make a difference if we make it or 

not. ” (Bon Jovi – Livin’ On A Prayer) 
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RINGKASAN 

 

Noor Annisa Fitri. Maret 2025. HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP 

PENOLAKAN AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS KEMATIAN TIDAK 

WAJAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Suprapto, S.H., M.H.  

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, terutama yang melibatkan kasus 

kematian tidak wajar, autopsi forensik menjadi salah satu metode penting untuk 

memberikan keterangan yang dibutuhkan kepentingan hukum dan juga sebagai upaya 

untuk memberikan kejelasan kepada keluarga korban mengenai kematian korban. 

Meskipun demikian, sering kali pihak keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi 

yang dilakukan oleh  aparat penegak hukum. Ketentuan dan urgensi autopsi forensik 

diatur dalam Pasal 222 KUHP, Pasal 133 KUHAP dan Pasal 134 KUHAP. Namun 

dalam hal ini autopsi forensik tidak selalu dapat dilakukan karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya autopsi. Serta pada dua peraturan 

tersebut terjadi inkosistensi dimana pada Pasal 134 KUHAP secara tersirat 

memperbolehkan tidak dilakukannya autopsi sedangkan pada Pasal 222 KUHP 

menjelaskan bilamana seseorang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan 

pemeriksaan autopsi dikenakan ancaman pidana 

Tujuan dari penulisannya ini pertama, untuk menganalisa apakah persetujuan keluarga 

dijadikan kewajiban dalam hal dilakukannya autopsi dan kedua, untuk mengetahui 

bagaimana peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan dalam proses autopsi. 

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif 

dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Sesuai dengan sifat penelitian 

yang dilakukan bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan 

memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan 

atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum. Untuk 

menganalisis isu hukumnya memakai sumber bahan hukum primer,  bahan hukum 

sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik penngumpulan melalui studi 

kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya: 

1. Dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam KUHAP, terdapat ketentuan 

yang mengelola mengenai pelaksanaan autopsi forensik. Persetujuan keluarga 

sering kali dianggap sebagai bagian penting dalam proses ini. Pasal 134 

KUHAP menyebutkan bahwasanya penyidik harus memberitahukan keluarga 



 

xi 
 

korban bilamana autopsi diperlukan. Namun, bilamana keluarga keberatan, 

penyidik diwajibkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan autopsi. Tetapi 

dalam situasi tertentu, seperti kematian tidak wajar, penyidik memiliki 

kewenangan untuk melanjutkan tanpa persetujuan keluarga bilamana tidak ada 

tanggapan dalam waktu dua hari. Hal ini mencerminkan bahwasanya meskipun 

ada upaya untuk melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, hukum 

memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melanjutkan tindakan autopsi 

demi kepentingan hukum dan penyelidikan. Ketidakjelasan dalam regulasi, 

khususnya antara Pasal 134 KUHAP dan Pasal 222 KUHP, mencerminkan 

adanya inkonsistensi. Pasal 222 KUHP memberikan konsekuensi pidana bagi 

mereka yang menghalangi penyidikan, tetapi tidak ada sanksi bagi keluarga 

yang menolak autopsi. Situasi ini menciptakan dilema etis dan hukum. Di satu 

sisi, hak asasi manusia dan penghormatan terhadap keluarga diakui; di sisi lain, 

kepentingan publik dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kematian tidak 

wajar bisa lebih diutamakan.  

2. Peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan terhadap autopsi forensik 

pada kasus kematian tidak wajar di Indonesia mencerminkan kompleksitas 

yang signifikan. Meskipun secara prinsip hukum keluarga korban memiliki hak 

untuk menolak autopsi, hak ini tidak bersifat absolut, terutama dalam konteks 

kematian tidak wajar atau diindikasikan sebagai tindak pidana. Penyidik, 

berdasar atas ketentuan dalam KUHAP memiliki wewenang untuk 

melaksanakan autopsi demi kepentingan penyelidikan bilamana ditemukan 

keadaan mendesak, meskipun ada penolakan dari keluarga. Prosedur 

penolakan yang harus dilakukan oleh keluarga juga mencerminkan 

bahwasanya hukum lebih mengutamakan kepentingan publik dan penegakan 

hukum. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi terkait keadaan mendesak yang 

memerlukan autopsi tanpa persetujuan keluarga menciptakan dilema etis dan 

hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dan memperkuat regulasi 

yang ada agar dapat mencapai keseimbangan antara hak individu dan 

kebutuhan hukum, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya autopsi forensik dalam mencari kebenaran dan keadilan. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penulisan ini ialah pertama, untuk menganalisa apakah persetujuan 

keluarga dijadikan kewajiban dalam hal dilakukannya autopsi dan kedua, untuk 

mengetahui bagaimana peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan dalam 

proses autopsi. Metode yang dipakai penelitian hukum normatif. 

 

Hasil penelitian: Pertama, Dalam hukum Indonesia, khususnya KUHAP, autopsi 

forensik diatur dengan ketentuan tertentu. Pasal 134 KUHAP mewajibkan penyidik 

memberitahu keluarga korban sebelum autopsi. Bilamana ada keberatan, penyidik 

harus menjelaskan tujuannya. Namun, dalam kasus kematian tidak wajar, bilamana 

keluarga tidak memberikan tanggapan dalam dua hari, penyidik berwenang 

melanjutkan autopsi demi kepentingan hukum. Inkonsistensi muncul antara Pasal 134 

KUHAP dan Pasal 222 KUHP, di mana Pasal 222 KUHP mengancam pidana bagi 

pihak yang menghalangi autopsi, tetapi tidak mengatur sanksi bagi keluarga yang 

menolak. Hal ini menciptakan dilema hukum antara penghormatan hak asasi manusia 

dan kepentingan publik dalam mengungkap kebenaran. Kedua, hak keluarga dalam 

menolak autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar tidak bersifat absolut. 

Bilamana kematian diduga akibat tindak pidana, penyidik berwenang melanjutkan 

autopsi dalam keadaan mendesak, meskipun ada penolakan keluarga. Hukum lebih 

mengutamakan kepentingan publik dibandingkan hak individu keluarga korban. 

Namun, ketidakjelasan regulasi mengenai keadaan mendesak yang memperbolehkan 

autopsi tanpa persetujuan keluarga menimbulkan dilema hukum. Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi yang lebih tegas serta peningkatan pemahaman masyarakat 

mengenai pentingnya autopsi forensik dalam menegakkan keadilan. 

Kata Kunci (keyword): autopsi forensik, pembuktian, penolakan 
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